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Abstark 
 Ekonomi Syari’ah merupakan ekonomi yang berlandasakan prinsi-
prinsip syari’at Islam. Dalam Syari’at Islam terdapat Fiqh Muamalah yang di 
dalamnya bersumber pada al-Qur’an, al-Hadits dan Ijtihad. Fokus kajian ini 
Firman Allah surat an-Nisa ayat 29. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui 
prisip dari al-Qur’an tentang cara mendapatkan harta. Metode kajian ini 
menggunakan Metode Tafsir Maudhui’. Hasil kajian ini didapatkan adanya 
prinsip dalam al-Qur’an tentang cara mendapatkan harta. Yaitu: tidak bathil, 
tijarah, dan ‘an taradhin. Tidak bathil berarti prinsip yang dijalankan tidak 
bertentangan dengan yang dilarang Syari’at Islam. Tijarah berarti segala 
transaksi yang dijalankan terdapat nilai jual dan beli atau ada nilai tukarnya 
atau ‘iwadh (penggnati). Dan ‘an taradhin berarti suka-sama suka, saling ridha 
atau saling menyetujui antara dua pihak yang bertarnsaksi. Ketiganya dapat 
dijadikan prinsip tentang cara mendapatkan harta yang saling menguntungkan 
bagi pihak-pihak yang melakukan trnasaksi. 
Kata Kunci: Ekonomi, Fiqh, Muamalah, Syari’ah, Prinsip 
 Abstract 
  Syari'ah Economy is an economy based on the principles of Islamic 
shari'a. In the Islamic Shari'ah there is Muamalah Fiqh which comes from the 
Qur'an, al-Hadith and Ijtihad. The focus of this study is the Word of God letter 
an-Nisa verse 29. This study aims to find out the principles of the Qur'an about 
how to obtain property. This study method uses Maudhui's Interpretation 
Method. The results of this study found that there is a principle in the Qur'an 
about how to obtain property. Namely: not hearty, tijarah, and ‘an taradhin. 
Not fair means the principle that is carried out does not conflict with what is 
prohibited by Shari'ah Islam. Tijarah means that all transactions carried out 
have buying and selling values or exchange values or arnya iwadh (substitute). 
And an taradhin means to like one another, mutual pleasure or mutual 
agreement between the two parties who fight. All three can be used as principles 
on how to obtain assets, which are mutually beneficial for those who carry out 
transactions. 
Keywords: Economy, Fiqh, Muamalah, Syari'ah, Principle 
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Pendahuluan 
Fiqh Muamalah membahas tentang 
masalah ekonomi dari sudut pandang Syari’at 
Islam. Ekonomi Syari’ah membahas tentang 
produksi distribusi dan konsumsi terhadap 
barang dan jasa. Fiqh Muamalah 
memberikan konsep aturan tentang 
bagaimana seseorang bertransaksi. 
Sedangkan Ekonomi Syari’ah lebih kepada 
bagaimana alur pengelolaan barang dari 
proses produksi sampai konsumsi. Dalam hal 
ini pada Fiqh Muamalah terdapat prinsip-
prinsip bagaimana proses itu sesuai dengan 
Syari’at Islam. Fiqh Muamalah menjelaskan 
prinsip-prisip dimaksud  secara tegas dan 
luwes.  Kajian ini bertujuan untuk 
mengetahui prisip dasar dari al-Qur’an 
tentang cara mendapatkan harta dalam 
Ekonomi Syari’ah ? pembahasan ini fokus 
pada kajian surat an-Nisa ayat 29.  
1. Fiqh Muamalah dan Ekonomi Syari’ah 
dalam pengertian 
Secara bahasa Ekonomi Syari’ah 
merupakan gabungan dari dua lafadz, yaitu 
ekonomi dan Syari’ah.  
Secara umum ekonomi adalah salah 
satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas 
manusia berhubungan dengan produksi, 
distribusi dan konsumsi terhadap barang dan 
jasa.1 
Sedangkan Syari’ah adalah hukum-
hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk 
hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah 
seorang Nabi-Nya Saw. baik hukum-hukum 
                                                             
1 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syari’ah, (cet. 
ke-1, Aria Mandiri, 2018), h. 2.  
2 A. Hanafi, MA., Pengantar dan Sejarah 
Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) h. 7. 
Dikutif oleh Atjep Dzajuli, Ilmu Fiqh (Sebuah 
tersebut berhubungan dengan cara-cara 
bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan 
hukum-hukum cabang (furu).2 Pengertian 
ini dalam arti luas dan meneyluruh, meliputi 
seluruh ajaran agama baik yang berkaitan 
dengan aqidah, maupun yang berkaitan 
dengan dengan perbuatan lahir manusia dan 
sikap batin mereka, dengan kata lain 
meliputi Iman, Islam dan Ihsan.3 
Ekonomi Syari’ah dalam Yoyok 
Prasetyo yang dekemukakan oleh M.A. 
Manan adalah sebagai suatu ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari 
masalah-masalah ekonomi rakyat yang 
diilhami oleh nilai-nilai Islam.4  
2. Hubungan Fiqh Muamalah dengan 
Ekonomi Syari’ah 
Dalam ajaran Islam bidang ilmu 
Fiqh, terdapat bab yang membahas tentang 
Muamalah. Sehingga dalam ilmu Fiqh 
dikenal dengan Fiqh Muamalah. Di 
dalamnya membahas tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan bidang ekonomi terutama 
yang berkaitan dengan harta. Masalah 
ekonomi berkaitan dengan harta, oleh 
karenanya ketika dikaji tentang ekonomi 
juga di dalamnya menyangkut tentang harta. 
Ekonomi dengan Muamalah 
mempunyai pembahasan yang sama yaitu 
tentang harta. Antara ekonomi dengan 
Muamalah terdapat persinggungan satu 
sama lainnya dalam urusan harta. Ekonomi 
lebih fokus pada proses pengelolaan harta, 
sedangkan Fiqh Muamalah lebih fokus pada 
perpidahan hak milik harta.  
Yang dimaksud dengan harta adalah: 
Pengantar), (Bandung: Perct. Orba Sakti, cet. ke-4, 
1993), h. 13.   
3 Atjep Dazuli, ibid. h. 14. 
4 Yoyok Prasetyo, op.cit. 3  
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سانلا نيب ةلوادم ةيدام ةميق تاذ نيع لك  
“Setiap benda berharga, bersifat 
materi yang berputar di antara manusia”. 5 
TM. Hasbi Ash-Shiddieqy 6 
memberikan ciri khusus tentang harta: 
1.  Harta itu nama selain manusia, Allah 
ciptakan untuk memenuhi kebutuhan 
manusia 
2. Dapat dijadikan harta oleh umunya 
manusia. 
3. Sah untuk dijualbelikan 
4. Sesuatu yang memiliki nilai 
5. Sesuatu yang berwujud 
6. Dapat disimpan dalam waktu lama 
Dalam al-Qur’an harta merupakan 
perhiasan: 
                  
              
                    
                     
Dijadikan indah pada 
(pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-
wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 
Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga).7Ali Imran (3):14. 
                                                             
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-7, 2011), h. 10.  
6 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar, 
Pengantar Fiqh Muamalah (Edisi 
Revisi),(Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 
Edisi ketiga cet. ke1, 2009), h. 138.     
Jenis harta di atas jelas sekali berupa 
emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, 
sawah ladang. Harta tersebut dapat 
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 
manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan 
harus terlebih dahulu melalui transaksi, 
sehingga terjadi perpindahan hak milik dari 
pihak ke satu kepada pihak kedua. 
Perpindahan hak milik dalam istilah 
Fiqh muamalah disebut dengan aqad. Aqad 
merupakan bentuk transaksi antara dua 
pihak di dalamnya terdapat Ijab qabul. Ijab 
qabul menjadi salah satu rukun sebagai 
sighat dalam rangkaian proses transaksi. 
Sehingga menjadi suatu keharusan yang 
dilakukan dalam setiap transaksi. 
3. Konten Fiqh Muamalah 
Konten (isi) dari Fiqh Muamalah 
berisi tentang jual beli, riba, gadai, sewa-
menyewa, utang-piutang, hibah dan 
seterusnya. Di mana materi ini berkaitan 
dengan harta. Islam secara Syar’i 
menjelaskan tentang hal itu. 
Disamping itu Fiqh Muamalah 
memberikan pengetahuan tentang prnisip-
prinsip yang menjadi pegangan dalam 
bertransaksi. Misalnya prinsip ‘an 
taradhin.8 Prinsip ini menjadi perhatian 
penting, karena dasar pokoknya adalah 
menguntungkan semua pihak. Setiap 
transaksi yang mengenyampingkan prinsip 
di atas akan merugikan salah satu pihak. 
‘An taradhin berkaitan erat dengan 
khiyar. Sebagai faktor penting terpenuhinya 
maksud ‘an taradhin. Khiyar merupakan 
7 Soenarjo dkk., Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, (Mujamma’ Al-Malik Fahd  li Thiba’at 
al-Mushaf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. 
Box 6262, Kerajaan  Saudi Arabia, t.t.), h. 77.   
8 An-Nisa ayat 29.  
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cara slektif dalam sistem transaksi jual beli. 
Khiyar jual beli dalam Fiqh Muamalah 
memberikan masa tenggang waktu untuk 
mempertimbangkan akan kelangsungan jula 
beli. Khiyar terbagi tiga. 
1) Khiyar majlis yaitu masa memilih 
penjual dan pembeli, melangsungkan 
atau membatalkan jual beli. Dengan 
alasan karena ketidak cocokan barang 
dan harga. Khiyar semacam ini terjadi di 
tempat jual beli. Sekiranya tidak ada 
khiyar majlis, kemungkinan adanya jual 
beli paksa. Misalnya sentuh beli, pegang 
beli, tawar beli dan seterunya. 
Sabda Rasulullah Saw. 
اَق َّرََفتَي ْمَل اَم ِّرَاي ِّخْلاِّب ِّنَاعِّ َيبْلا 
        “Penjual dan pembeli boleh 
berkhiar sebelum keduanya berpisah”.9 
2) Khiyar syarat yaitu masa memilih untuk 
mempertimbangkan jual beli dengan 
masa tenggan waktu tiga hari. Hal ini 
untuk menghindari kerugian atau 
kekecewaan dari penjual ataupun 
pemebli. 
Sabda Rasulullah Saw. 
 ٍةَعْل ِّس ِّ لُك يِّف َتَْنأ َُّمث ،َةَبَلَ ِّخ َلَ ُْلَقف َتْعَيَاب َتَْنأ َاذِّإ
 ٍلَاَيل َثََلَث ِّرَاي ِّخْلاِّب اََهتَْعتْبا 
 “Setiap barang yang anda beli diikuti 
dengan khiyar selama tiga malam.”10 
 
3) Khiyar ‘aib yaitu masa memilih 
sekiranya barang yang dibeli itu ada 
cacat. Dimaksudkan agar pembeli tidak 
merasa dirugikan sehingga 
mengakibatkan kekecewan. 
                                                             
9 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-
Bukhari, Matn al-Bukhari, (Indonesia: Maktabah Dar 
Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, Juz ke-2, t.t.) h. 12. 
Jika khiyar sudah ditempuh, maka 
‘an taradhin itupun dapat dicapai. Itulah 
kenapa ‘an taradhin menjadi sangat 
penting, karena kemaslahatan bagi 
kedua belah pihak dapat terwujud.    
4. Peranan Fiqh Muamalah 
Fiqh Muamalah memiliki peranan 
penting dalam urusan harta bagi manusia. 
Di dalamnya dibahas tentang harta, hak 
milik, aqad (transaksi). Pada prinsipnya 
dalam Fiqh Muamalah suatu harta boleh 
menjadi hak milik seseorang setelah 
melangsungkan aqad (transaksi). Aqad 
(transaksi) menghalalkan seseorang untuk 
meng-hak milik sekaligus menggunakan 
harta yang menjadi hak miliknya. Itulah 
sebabnya kenapa mencuri tidak boleh, 
karena bukan menjadi hak miliknya. 
Secara garis besar hak milik terbagi 
dua:11 
a. Milik tam, yaitu suatu pemilikan yang 
meliputi benda dan manfaatnya 
sekaligus. Pemilikan tam bisa diperoleh 
dengan banyak cara seperti jula beli. 
b. Milik naqishah, sesorang hanya 
memiliki salah satu dari benda tersebut, 
memiliki benda tanpa memilki 
manfaatnya atau memilik manfat saja 
tanpa memilki zatnya. 
5. Eksistensi Fiqh Muamalah dalam 
kehidupan manusia 
Keberadaan Fiqh Muamalah 
sangat penting bagi kehidupan manusia. 
Karena di dalamnya terdapat ilmu yang 
mengatur tentang harta. Sehingga tentang 
cara-cara meng-hak milik harta dikupas 
10 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-
Qazwiny Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Indonesia: 
Maktabah Dahlan, Juz ke-2, t.t.) h. 789.  
11 Hendi Suhendi op.cit. h. 40.  
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dalam Fiqh Muamalah. Seandainya 
manusia dapat menjalankannya dengan 
benar sesuai prinsip-prinsip Syari’at 
Islam. Maka akan membawa dampak yang 
baik dalam kehidupan dunia. Baik untuk 
dirinya sendiri, maupun untuk orang lain. 
Terdapat cara mendapatkan harta 
yang tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah.  
Misalnya ghasab, yaitu: 
ةرهاجم املظ ئشلا ذخا 
 “Mengambil sesuatu dengan cara dhalim 
serta terang-terangan”12 
Ghasab termasuk cara 
mendapatkan harta yang tidak dibenarkan 
dalam Fiqh Muamalah, karena cara 
tersebut merugikan orang lain. Mengambil 
hak milik orang lain tanpa izin pula di 
antarnya termasuk ghasab. Untuk itulah 
Fiqh muamalah mengatur sedemikian rupa 
perputaran hak milik di antara manusia 
sehingga menjadi tertib dan teratur. 
Terdapat bagian-bagian bab dalam Fiqh 
Muamalah tentang cara mendapatkan 
harta yang halal. Dengan demikian 
keberadaan Fiqh Muamalah bagi manusia 
menjadi penting, sehingga memeberikan 
pengetahuan bagi manusia tentang cara-
cara mendapatkan harta yang maslahat 
bagi semua orang.    
6. Solusi bagi kehidupan manusia 
Urusan ekonomi membutuhkan 
transaksi. Fiqh Muamalah mengatur 
tentang transaksi. Kepemilikan harta 
dalam kehidupan manusia di hak milik 
secara sah setelahnya melalui transaksi. 
Sistem transaksi dalam Fiqh Muamalah 
dilakukan transaksi (aqad) terlebih dahulu 
sebelum meng-hak milik harta. Tidak 
                                                             
12 Syekh Ibrahim Bajuri, Hasyiah al-Bajuri,  
(Syirkah an-Nur Asiya, Juz ke-2,  t.t.) h. 11. 
sebaliknya meng-hak milik dulu harta 
kemudian transaksi. Untuk itu selaras 
dengan kodrat tentang kepemilikan harta 
yang menguntungkan semua pihak dalam 
bertransaski. Hal ini menjadi solusi bagi 
kehidupan manusia dalam ursan hak milik 
harta. 
Misalnya aqad jual beli, sebelum 
memanfaatkan suatu barang sah apabila 
aqad terlebih dahulu yaitu adanya rukun 
jual beli dan seterusnya. Penjual, pembeli, 
barang yang dijualbelikan dan aqad (ijab 
qabul). Sebaliknya apabila barang 
dimanfaatkan (digunakan terlebih dahulu 
berikutnya iwadh (pengganti) diserahkan 
kemudian, maka berubah model 
taransaksinya menjadi utang-piutang. Di 
sini jelas beda dalam hal aqad atau 
transaski. Antara jual beli dengan utang 
piutang. 
Fiqh Muamalah mengajarkan agar 
melakukan transakasi tidak dengan cara 
riba, sebab riba dilarang Allah Swt. 
                
Padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba.13 Al-
Baqarah (2): 275. 
Riba terdiri dari, Fadhl yaitu 
menukarkan dua barang yang sejenis 
dengan tidak sama. Riba Qardi yaitu utang 
dengan syarat ada keuntungan bagi yang 
memberi utang. Riba yad yaitu berpisah 
dari tempat akad sebelum timbang terima. 
Dan riba nasa’i yaitu disyaratkan salah 
13 Soenarjo dkk, op.cit. h. 69.  
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satu dari kedua barang yang dipertukarkan 
ditangguhkan peneyerahannya.14 
Riba membawa dampak negative 
bagi kehidupan manusia di dunia. Efek 
yang ditimbulkan dari riba adalah: 
1. Haramnya karena riba sebagaimana 
surat al-Baqarah ayat 275. 
2. Hilangnya keberkahan harta, 
                   
Allah memusnahkan Riba dan 
menyuburkan sedekah. Al-Baqarah 
(2): 276. 15  
Yang dimaksud dengan 
memusnahkan Riba ialah 
memusnahkan harta itu atau 
meniadakan berkahnya. dan yang 
dimaksud dengan menyuburkan 
sedekah ialah memperkembangkan 
harta yang telah dikeluarkan 
sedekahnya atau melipatgandakan 
berkahnya.16 
3. Riba tidak berarti bertambah di sisi 
Allah Swt. 
                  
                  
        
       
Dan sesuatu Riba (tambahan) 
yang kamu berikan agar Dia 
bertambah pada harta manusia, Maka 
                                                             
14 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: 
Sinar Baru Algesindo, cet. ke-40, 2007), h. 290.  
15 Ibid. 69   
16 Ibid.  
Riba itu tidak menambah pada sisi 
Allah. dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk mencapai keridhaan Allah, 
Maka (yang berbuat demikian) Itulah 
orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya).17 Ar-Rum (30): 39. 
4. Riba menguntungkan satu pihak dan 
merugikan di pihak lain, disebabkan 
karena bunga. 
5. Kesenjangan ekonomi terdapat jurang 
pemisah yang jauh, di satu sisi 
menarik keuntungan di pihak lain 
terbebani dengan bunga. 
7. Tujuan dan fungsi Fiqh Muamalah 
Fiqh Muamalah bertujuan di 
antarnya agar umat Islam mengetahui dan 
memahami tentang adanya sistem ekonomi 
berdasarkan syari’at Islam. Dalam urusan 
ekonomi adanya perkembangan disebabkan 
adanya perubahan waktu dan tempat. 
 َِّةن ِّكْم َْلَاَو ِّةَن ِّمْز َْ َْلَا ِّرْيِّيَْغت ِّْ ِّب ِّماَك ْْ ْح َْلَا ُرْيِّيَْغت ُر ِّك ْْ ُْني َلَ  
“Tidak diingkari perubahan hukum 
disebabkan perubahan zaman dan 
tempat”.18 
 Sehingga dengan demikian 
mengetahui tentang perbuatan yang harus 
dilakukannya sesuai dengan Syari’at 
Islam. Dan juga dapat memberikan 
pengetahuan ke arah jalan yang diridhai 
Allah Swt. 
Oleh karenanya Fiqh Muamalah 
berfungsi mengatur pen-tasharufan harta 
bagi umat Islam ke arah jalan yang 
membawa pada kemaslahatan bagi semua 
pihak. 
17 Ibid. h. 647.  
18 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh. 
Bandung: Pustaka Setia, 2007, h. 293. 
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8. Ruang lingkup Fiqh Muamalah  
Ruang lingkup Fiqh Muamalah 
meliputi adabaiyah dan madiyah. 
Adabiyah terdiri dari ijab dan Kabul, 
saling meridhai, tidak ada keterpaksaan 
dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, 
kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, 
penimbunan, dan segala seuatu yang 
bersumber dari indra manusia yang ada 
kaitannya dengan peredaran harta dalam 
hidup manusia.19 
Madiyah terdiri dari jual beli, 
gadai, jaminan dan tanggungan, 
pemindahan utang, jatuh bangkrut, 
batasan bertindak, perseroan atau 
perkongsian, perseroan harta dan tenaga, 
sewa-menyewa, pemeberian hak guna 
pakai, barang titipan, barang temuan, 
garapan tanah, sewa menyewa tanah, 
upah, guagatan, syaembara, , pembagian 
kekayaan bersama, pemberian.20 
Adabiyah dan Madiyah keduanya 
saling berkaitan, karena dalam Fiqh 
Muamalah tercakup dalam rukun dan 
syarat transaksi. 
9. Urgensi Fiqh Muamalah 
Dalam hal urusan harta, bagi umat 
Islam Fiqh Muamalah menjadi sangat 
urgen. Karena ilmu tersebut menjadi 
pedoman dalam bertransaksi urusan 
tersebut. Keurgenan ini menjadi sesuatu 
yang bermanfaat dalam mengatur 
kehidupan ekonomi umat Islam. Manfaat 
dimaksud koneskuanesinya bukan hanya 
dirasakan oleh umat Islam itu sendiri, akan 
tetapi juga bagi non Islam. 
                                                             
1919 Hendi Suhendi, op.cit. h. 5.  
20 Ibid.  
21 Soenarjo dkk., op.cit. h. 122.  
Sistem ekonomi yang digulirkan 
dalam Fiqh Muamalah mengedepankan 
keuntungan kedua pihak. Menghindari 
adanya kerugian salah satu pihak yang 
bertransaksi. Adanya tijarah merupakan 
sistem ekonomi yang menguntungkan 
kedua pihak. Tijarah sebagai bentuk 
perdagangangan yang dibenarkan dalam 
Syari’at Islam. Kebenaran sistem tijarah 
diakui pula dunia perdagangan pada 
umumnya.   
10. Prinsip-Prinsip Fiqh muamalah 
Dalam Fiqh Muamalah terdapat 
beberapa prinsip, firman Allah Swt. 
                 
                
      
Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu....21 An-Nisa (4): 29. 
Pada ayat di atas disebutkan tiga 
cara tentang memakan harta yang halal: 
a. Tidak bathil yakni setiap cara yang tidak 
sesuai dengan syari’at Islam seperti 
mencuri, khiyanat, ghasab, riba dan 
seterusnya.22 
b. Tijarah yakni cara yang sesuai dengan 
syari’at Islam, Allah menghalalkannya.23  
22  Muhammad Ali ash-Shabuni, Shafwat at-
Tafasir, (Beirut: Dar al-Fikr, jlid 1, t.t.) h. 271.  
23 Ibid.   
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c. ‘An taradin yakni bagi al-Mutajir (yang 
bertijarah) disyari’atkan keduanya saling 
ridha.24  
Harta yang halal adalah harta 
yang diperoleh dengan cara tidak bathil. 
Sebab walau bagaimanapun dengan cara 
bathil tetap tidak dibenarkan menurut 
syari’at Islam. Demikian pula secara 
fakta merugikan orang lain. Jadi aturan 
manaupun akan menolaknya. 
Tijarah merupakan cara transaksi 
yang dibenarkan dalam syari’at Islam. 
Karena cara tijarah merupakan cara yang 
menguntungkan bagi kedua belah pihak 
yang bertransaksi. Dengan demikian 
manusia menerimanya. 
‘An taradin merupakan suatu hal 
yang sangat penting dalam Syari’at 
Islam. Karena bisa jadi jual itu sah akan 
tetapi merugikan salah satu pihak dari 
dua orang yang bertransaksi. Seperti jual 
beli dengan cara paksa, alasannya al-
Qur’an surat an-Nisa ayat 29.  Diperkuat 
dengan sabda Rasulullah Saw. 
 ٍضاََرت ْنَع َّلَِّإ ٍعْيَب ْنَع َّنَق َّرََفَتي َلَ 
“Tidak berpisah jual beli kecuali 
suka sama suka”.25 
 
Penutup 
Setelah dilakukan kajian tentang 
prinsi-prinsip Fiqh Muamalah dalam 
Ekonomi Syari’ah kiranya dapat 
disimpulkan: 
1. Pada Fiqh Muamalah terdapat konsep 
dasar dalam Ekonomi Syari’ah. 
                                                             
24 Ibid. Menurut Ibnu Katsir dalam 
Muhammad ali ash-Shabui   
2. Konsep dasar dalam Fiqh Muamalah 
yaitu Tidak bathil, Tijarah dan ‘an 
taradhin. 
3. Dalam proses produksi, distribusi dan 
konsumsi pada Ekonomi Syari’ah 
menggunakan prinsip di atas. 
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